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NOMOR 01 TAHUN 1995
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 1995/199&

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1II Lumajang Tahun Anggaran 1995/1994
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah j '

2. Undang-undang Nomor 172 tahun 1950 tentang Pemben-—
tukan Daerah-daerah di Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur H

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah j

5. Peraturan Pemerintah Nomor & tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dam Belanja
Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Ferhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah $

6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara
Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan
Pensiunan bagi Daerah Otonom H

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1977
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan  ANGgaran

Tata
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

i tungan
Usaha FKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah §

Dipindai dengan CamScanner



B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978

tgntnng Pelaksanaan
dan Materiil Daerah
9. Peraturan

Tuntutan Ganti Rugi FKeuangan

Menteri Dalam Negeri Naomar 8 tahun 1978

tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada

Daeral

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 tahun 1979

tentang Pelaksanaan
Daerah 3

Pengelolaan Barang Materiil

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 tahun 1983

tentang Pengurusan Pendapatan Dasrah Hasil

Pajak
 Bumi dan Bangunan j

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 2 tahun 1994
_tentang Pelaksanaan APBD

*
¥

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099
_tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentany Manual
Adminstrasi Keuangan Daerah j

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 340

tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan

finggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran

k.
14. ¥Heputusan HMenteri Dalam Negeri Nomor 270 -
BYX tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981

Manusl Adminstrasi Pendapatan Daerah ;

tentang

Heputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984

tentang Langka Pertama Pensinkronisasian

Anggaran
Pendapatan dan Belanj)a Daerah dengan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Megara 3
¥eputusan HMenteri Dalam negeri Nomor R03 - 131&
faenggal 1B September 1983 tentang Pesnyempurnaan

. Bentubk dan Busunan Perubahan Anggsaran Pendapatan
dan PBelanjys Dsersh 4
17, Heputusan Henteri Dalam Negeri Nomar 903

tanggel 197 Gepltember 1785

- 1349
tentang Penyempurnaan
Feputusan HMenter: Dalam Negeri Mamor 03 -~ a0l
tentang Pelaksansan Anggaran Pendapatan dan Belanla
Degranh g
-‘{ﬂé Keputusen Menterl Dalam Negeri Momor 81 gahun 19689
. kanggel 31 Desember 1989  tentang  Petuniub
Pengelolaan Pendapatan Daeran Hasil Pajab Bumt  dan
Bangunan i
Hepuitussen HMentery Dalas Hegariy Mamar %03~ 269
S tmngpel S Merel 1984 tentang Fenyempurnaan Bentuk
gan Busunsn Tats Usana Keuangan Daerah serts Perni~

Ckungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecah

Dipindai dengan CamScanner
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor %03 - 379
tangoael 11 April 1987 tentang Penaggunaan Sistim
Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanis Daesrah serta petunjuk tehnis Tata Usaha

teuvangan DRaerah j§

—~

o

RKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - QO
tanggal 14 Januari 1988 tentang Fenyempurnaan

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dserah 3

LJ

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995
tentang Bentuk Peraturan Daerash dan Peraturan
Dasrah Perubazahan g

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8% Tahun 19935
tentang Penyvusunan Peraturan Daersh dan atau_ Kepu—
tusan Kepala Daerah lawat tangoang waktu

pengesahan.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ROI/363/PUDD
tangoal 30 Januari 1995 Perihal Fedoman Penyvusunan
Anggaran PFPendapatan dan Belanja Caarah Tahun

Anggaran 199571996

-z

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Q4
tahun 1990¢ tentang Fersturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daervah Tingkat 11 Lumajang.

Pembicaraan dalam Sidang-sidang Fanitia Angoaran
tanggal 10 dan 27 Maret 1999 g
Pembicarsan dalam BSidang Pleno Dewan Ferwakilan

Rakyat Daerah tanggal 30 HMaret 1999 .

igan Persetujuan Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

gkat IT Lumajang

L)

MEMUTUS KARN

Retapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11  LUMAJANG
£ ; TENTANG PENETAPAN  ANBBARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABURPATEN DAERAH TINGKAT II  LUMAJARE  TAHUN
ANBGARA 1995/ 1994 .

Dipindai dengan CamScanner



« a. PENDAFPATAN
- Pendapatan
b. BELANJA

~E o

cesascsnnnansss RPp. 25.294.993.000,00

- Rutin - Rp.11.894.542.000,00

A

- Pembangunan Rp.11.400.451,000,00

Rp. 23.294.993.000,00

Rasal =
Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah zebagal
berikut :
a. PENDAPATAN
- Pendapatan .caceennnsnnen .« Rp. 2L RR2.109.000,00
b. BELANJIA
- Rutin Rp. 23.222.109.000,00

— Pembangunan M I HTIL

Rp. 23.222.109.000,00

Pasal 3

{1} Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1
dimuat dalam Lampivran A.

{2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada
pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A. I, A.
/R dan A.2/P.

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
(2) pasal ini merupakan Bagian yang tidak terpisah-—
kan.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan untuk selama Tabun Angoaran 1998/199&.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ni dengan penem—

patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Lumajang.

Lumajang, S0 Maret 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAM TINGEAT Il
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG LUMAJTANGEG

Wakil Ketua,

ttd ttd

Drs. SOEPADNO TARMIN HARIADI

Dipindai dengan CamScanner



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

~ tanggal 1% Juni 199% Nomor 3I83/7P Tahun 1995 .

An. BUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTL SETIAWAN, SH

Pemhina
NIF. B10 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah tabupaten Daeranh Tingkat IZ

Jang Tahun 1995 Seri C tanggal 11 Juli 199% Nomor O7/1993.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT I1
LUMAJITANTIDG
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd
R._ABD. RAHMAN, BEA

Pembina Tingkat 1
NIP. 310 021 976

Balinan Sesual dengan Aslinya
A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11
LumMmaJAadNDR G

fse, 1 Selkretaris Wilayvah/Daerah

Dipindai dengan CamScanner



